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Mekanisme Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

ABSTRAKSI

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Pemungutan BPHTB pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten OKI, dimana peraturan dan sistem dibuat pemerintah pusat dan pemungutan serta hasil 
penerimaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data 
yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten OKI nomor 25 tahun 2010 Tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 dan 
Peraturan bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2011. Metode analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas 
tentang Mekanisme Pemungutan BPHTB pada Pemerintah Daerah Kabupaten OKI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UU No. 21 Tahun 1997 menjadi UU No. 20 Tahun 
2000 menjadi UU No. 28 Tahun 2009 tentang BPHTB berdampak baik pada pemerintahan Kabupaten 
OKI. Penerimaan BPHTB memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan daerah 
Kabupaten OKI. Oleh karena itu, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten OKI sistem dibuat pemerintah 
dan pemungutan serta hasil penerimaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah 
sehingga dapat membantu perkembangan untuk kemajuan Kabupaten OKI.

Kata Kunci: Prosedur pengurusan, Prosedur pembayaran, Prosedur penelitian, Prosedur 
pendaftaran, Prosedur pelaporan, Prosedur penetapan persetujuan
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Mekanisme Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

ABTRACT

The purpose of this Research is to determine the BPHTB elections mechanism of 
Local Government OKI regency, the rules and system vvhich are made by Central government 
and the elections and the collections of polling elections fully handed over to local
government.

This Research is a descriptive research. Types of data used is secondary data, which 
are used the local regulations of OKI regency no.25 year 2010 about duty of acquiring land 
rights and buildings rights (BPHTB) of Ogan Komering Ilir Regency in 2011 and the regent 
regulations about polling system and procedure of Ogan Komering Ilir Regency in 2011. 
Analysis method that is used in this research is qualitative descriptive analysis, which aims to 
describe the BPHTB Polling Mechanism in Local Governmentof OKI Regency.
The result of this research shows that the the change of UU No. 21 Year 1997 become UU 
No.20 Year 2000, and the last change become UU No.28 Year 2009 about BPHTB gives 
good impacts to Government of OKI Regency. The acceptance of BPHTB have a significant 
impact on regional income of OKI Regency. the systems of BPHTB are made by government 
and the elections and the collections of polling elections fully handed over to local 
government, so it can support to advance the development of OKI Regency.

Keywords: making procedure, payment procedure, research procedure, registration 
procedure, reporting procedure, determination of approval procedure.
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BAB l

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengesahan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2009, sebagai pengganti dari 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 

2000. Menandai momentum penting pemberian otonomi yang seluas-luasnya 

dalam bidang ekonomi dan fiskal dimana sebelumnya otonomi bidang politik 

telah sukses menumbuhkan iklim demokratisasi yang lebih terbuka, jujur dan adil.

Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

disingkat menjadi UU PDRD ini sangat strategis dan mendasar di bidang 

desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup

fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan

Daerah yang selama ini dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan suatu daerah.

Penerapan UU PDRD ini setidaknya mempunyai beberapa tujuan antara 

lain : Pertama, Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam 

perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; Kedua, 

Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan 

penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah; 

Ketiga, Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan

1



daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi

daerah. (M vt: 2010).

Beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang 

menjadi spirit dalam penyusunan UU PDRD adalah pemberian kewenangan 

kepada daerah dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga 

relaitf netral terhadap fiskal nasional dan tidak terlalu membebani rakyat; 

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam 

batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang; Jenis

pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam 

Undang-undang (Closed-List) namun demikian Pemerintah daerah dapat tidak

memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai

kebijakan pemerintahan daerah.

Migrasi PBB dan BPHTB Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009,

pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah dilakukan mulai 1 Januari 2011

sementara PBB Pedesaan dan Perkotaan efektif diberlakukan mulai 1 Januari

2014 hal ini diatur di dalam Pasal 182 UU No. 28 Tahun 2009; yang berbunyi : 

(1). Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur 

tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013; dan (2). 

Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur 

tahapan persiapan pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

sebagai Pajak Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang- 

Undang ini.
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Dua jenis pajak baru yang disebutkan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) sementara sector Perkebunan, 

Perhutanan dan Pertambangan (P3) tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat 

serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Baru” di sini 

dimaksudkan adalah jenis pajak ini sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, 

sekarang akan diberikan kepada pemerintah daerah. Walaupun ada perhitungan 

bagi hasil yang diterapkan, selama ini PBB dan BPHTB sebagian besar akan 

dikembalikan ke daerah dengan mekanisme bagi hasil yang maksimal untuk 

daerah dengan perbandingan penerimaan dari PBB sector P2 dibagikan sebesar 

64,8 % untuk daerah kota/kabupaten; 16,2 % untuk daerah provinsi, 9 % untuk 

biaya pungut dan 10 % untuk pemerintah pusat dimana bagian ini dibagikan 

kembali kepada daerah-daerah yang mencapai target penerimaan 100% dalam 

bentuk insentif. Insentif ini sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah 

pusattetap menjadi penerimaan favorit karena nilainya kadang kala lebih besar 

dari penerimaan PBB itu sendiri. Tetapi, terminologi pajak daerah akan menjadi 

kabur dan prinsip otonomi daerah menjadi bias karenanya di Direktorat Jenderal 

Pajak sendiri wacana pendaerah PBB dan BPHTB telah lama menjadi isu hangat 

beberapa tahun terakhir sampai akhirnya terbitnya UU PDRD, sebagaimana 

pernah diwacanakan. Hampir 90% Bupati/Walikota dan beberapa Gubernur 

kepala daerah membuat surat tertulis kepada Menteri Keuangan menolak PBB 

tersebut dijadikan Pajak Daerah, karena sistem yang berlaku selama ini 

sesunggunya pemerintah daerah sudah nyaman dengan sistem pengelolaan PBB 

yang berlaku selama ini, dimana peraturan dan sistem dibuat pemerintah pusat dan 

pemungutan serta hasil penerimaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah



daerah.

Sesuai dengan UU PDRD jenis pajak daerah PBB Perdesaan dan Perkotaan 

sudah masuk di Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 UU PDRD. Sedangkan BPHTB 

masuk di Pasal 85 sampai dengan 93 UU PDRD. Yang menjadi bahan catatan 

penting adalah tentang kesiapan infrastruktur dan SDM Pemda dalam mengelola 

BPHTB sebagaimana diamanatkan Undang-Undang.danPBB

(http://ekonomi.kompasiana.com)

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan pengamatan di

Kantor Pemungutan Pajak Kota Kayu Agung mengenai “Mekanisme

Pemungutan BPHTB pada Pemerintah Daerah Kabupaten OKI”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dipaparkan pokok

permasalahan dalam penelitian ini. Masalah tersebut adalah ” Apakah Mekanisme

Pemungutan BPHTB pada Pemerintah Daerah Kabupaten OKI telah berjalan

dengan baik”.

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Pemungutan 

BPHTB pada Pemerintah Daerah Kabupaten OKI, dimana peraturan dan sistem 

dibuat pemerintah pusat dan pemungutan serta hasil penerimaannya sepenuhnya 

diserahkan kepada pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis : Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap 

Mekanisme Pemungutan BPHTB pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

OKI.
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2. Bagi Masyarakat: Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap 

Mekanisme Pemungutan BPHTB pada Pemerintah Daerah Kabupaten

OKI.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten OKI sistem dibuat pemerintah 

pusat dan pemungutan serta hasil penerimaannya sepenuhnya 

diserahkan kepada pemerintah daerah.

1.5. Metode Penelitian
1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya bertempat di Kantor

Pajak Daerah Kayuagung Pemerintah Daerah Kabupaten OKI. Ada pun yang

akan diteliti adalah Mekanisme Pemungutan BPHTB pada Pemerintah Daerah

Kabupaten OKI.

1.5.2. Jenis Data

Proposal ini dibuat dengan menggunakan sumber data Data Primer. Data

yang diperoleh secara langsung dari Pemerintahan Daerah OKI atau data yang

terjadi dilapangan yang diperoleh dari observasi dan kemudian akan diolah oleh

penulis.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (Librciry Reesearch)

Penelitian kepustakaan merupakan proses untuk mendapatkan dasar-dasar 

teori mengenai yang sedang diteliti. Metode studi kepustakaan ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang teoristis yang berhubungan
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dengan judul yang dipilih, maka penelitian ini dilakukan dengan cara 

membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan persoalan-persoalan 

yang diteliti. Studi Kepustakaan terdiri dari:

• Penulis membaca dan mempelajari buku-buku untuk mendapatkan 

data sekunder sebagai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan 

dalan bahasan. Buku-buku acuan/pegangan dan karangan ilmiah

atau karangan umum.

• Jurnal hasil penelitian, laporan atau dokumen lain yang relevan.

2. Penelitian Lapangan

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data primer yang

dilakukan dengan mencatat pola prilaku subjek (orang), objek (benda),

atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi

dengan individu-individu yang diteliti. Type observasi yang yang akan

dilakukan oleh penulis adalah tipe observasi langsung terhadap aktivitas

yang berhubungan dengan Mekanisme Pemungutan BPHTB pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten OKI.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk mendapatkan data atau informasi secara 

langsung bertatap muka dengan sumber data. Dalam pelaksanaannya 

pewawancara menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan untuk 

memudahkan dalam menggali informasi.Namun pertanyaan yang akan 

disampaikan dapat juga dilakukan tanpa terencana atau terukur yang
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disesuaikan dengan kondisi lapangan yaitu dengan pihak Pemerintah 

Daerah Kabupaten OKI, khususnya dengan bagian yang berhubungan

dengan objek penelitian.

1.5.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang 

Mekanisme Pemungutan BPHTB pada Pemerintah Daerah Kabupaten OKI. Data 

yang didapat akan dianalisis lalu dibandingkan dengan landasan teori yang ada 

sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang direncanakan terdiri dari 5 bab, yaitu :

BABI PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan secara terperinci mengenai

masalah popok pemikiran yang melandasi permasalahn yang akan dibahas yang

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metodologi penelitian, yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, jenis data dan

metode pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika pembahasan.

BAB H LANDASAN TEORI.

Bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

skripsi yang dibuat oleh penulis yang meliputi mekanisme pemungutan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada pemerintah Kabupaten 

Ogan Komering Ilir (OKI) dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
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BAB FH GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.

Bab ini menguraikan secara detai tentang gambaran umum Pemerintah 

Kabupaten OKI Sumatera Selatan. Dalam hal ini akan disajikan mengenai Profil 

Kabupaten OKI, sejarah singkat tentang Kabupaten OKI, Visi dan Misi, Struktur 

Organisasi, dan mekanisme pemungutan BPHTB di Kabupaten OKI, serta 

informasi sekilas mengenai data yang akan diteliti atau yang menjadi objek

penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini penulis menjawab dan membahas permasalahan yang telah

dikemukakan pada Bab I sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini merupakan bab dimana penulis akan menarik suatu kesimpulan 

atas pembahasan yang dilakukan oleh penulis dan kemudian penulis akan 

memberikan saran-saran yang mungkin berguna dalam penetapan kebijakan yang 

akan dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
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